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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
1.1 Teori Kinerja 
 Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang 
padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance sering 
diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 
fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 
tertentu (Wirawan: 2009). 
 Istilah kinerja berasal dari performance diartikan sebagai hasil kerja seseorang 
pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana 
hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 
(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). (Yani: 2013) 
 Fahmi (2013: 2) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh 
suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit 
oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. 
 Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja 
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu 
organisasi (Bastian, 2006: 274). 
18 
 
 
 
 Pasolong (2013: 196) mengemukakan bahwa konsep kinerja pada dasarnya 
dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. 
Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan 
kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja 
pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya 
tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh 
organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai 
pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Tercapainya kinerja yang 
maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi 
bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif. 
2.1.1 Kinerja Organisasi 
 Pasolong (2013: 198) mengemukakan bahwa Kinerja organisasi adalah sebagai 
efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap 
kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan 
kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara 
efektif. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai 
beberapa elemen yaitu: 
1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti 
kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri 
atau kelompok. 
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan 
tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 
19 
 
 
 
kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan 
dengan baik. 
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam 
melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti 
aturan yang telah ditetapkan. 
2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah 
 Definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala Lembaga 
Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, 
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 
ditetapkan. 
 Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap 
satuan kerja atau entitas dilingkungan pemerintah.  Fokus pengukuran kinerja dapat 
untuk setiap satuan kinerja atau entitas yang mencakup (Mahsun: 2006):  
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
2. Tugas pokok dan fungsi 
3. Struktur organisasi dan personalia 
4. Program kerja 
5. Anggaran 
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2.1.3 Evaluasi Kinerja 
 Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan 
dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan 
dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan 
datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara 
membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi (LAN: 
2003) 
 Evaluasi kinerja untuk memotivasi para aparatur untuk meningkatkan 
kinerjanya dan melakukan perbaikan pada waktu mendatang. 
2.2 Teori Akuntabilitas 
 Akuntabilitas publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 
mencapai tujuan yang telahditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan 
kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu 
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta 
keterangan akan pertanggungjawaban. (Annisaningrum: 2010) 
 Mardiasmo (2009) mengemukakan Akuntabilitas Publik merupakan salah satu 
prinsip good governance yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas 
keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam 
pelaksaan tanggung jawab mengelola organisasi.Akuntabilitas publik adalah 
kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 
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menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 
 Mardiasmo juga mengemukakan bahwa Akuntabilitas terdiri dari 2 macam 
yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 
misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat   
kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada 
masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor 
publik terdiri atas beberapa dimensi: 
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, 
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadaphukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana 
publik. 
2. Akuntabilitas proses 
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, 
sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses 
termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya 
murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan 
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dengan ada tidaknya pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang 
menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik 
dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan danpemeriksaan terhadap proyek-
proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. 
3. Akuntabilitas program 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif 
program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik 
pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap 
DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
2.3 Akuntabilitas Kinerja 
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki 
hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabnnya tersebut (Mahsun: 2006) 
Definisi akuntabilitas kinerja menurut instruksipresiden nomor 7  tahun 1999  
adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 
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pemerintah yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan 
salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korusi Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan 
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 
2.3.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan 
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 
telah ditetapkan melalui sistem pertanggunggjawaban secara periodik 
(PERMENPAN: 2013) 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila 
memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003): 
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 
daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat 
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan. 
24 
 
 
 
2.3.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), definisi akuntabilitas 
kinerja menurut perpres tersebut adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai 
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan 
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan 
dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam instruksi presiden Nomor 7 
tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 
salah satu prasyarat untuk terciptanya good governance. 
Sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: 
1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 
secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan 
lingkungannya. 
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 
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3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional. 
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
2.3.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen 
yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara 
sistematik (LAN:2003).  LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi 
pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan 
secara lebih luas dan mendalam. 
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan 
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan 
kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi 
pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 
tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus 
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kerja 
yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan 
dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP 
dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan 
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali (LAN: 2003). 
Hasil evaluasi laporan akuntailitas kinerja pemerintah ditetapkan dengan 
berdasarkan sistematika dan kriteria penilaian sebagaimana yang telah diatur oleh 
Permenpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sakip: 
26 
 
 
 
A. Evaluasi Atas Implementasi Sakip 
Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP 
tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas 
implementasi SAKIP adalah sebagai berikut: 
a. Instansi pemerintah/unit kerja/SKPD dalam menyusun, mereviu dan 
menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil; 
b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja; 
c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja; 
d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, 
khususnya program strategis; 
e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja 
dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta 
pelaporannya; 
f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/unit 
kerja/SKPD; 
g. Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/SKPD; 
h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi 
yang belum ditindaklanjuti. 
Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen 
manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 
pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. 
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Tabel 2.1 
Pengkategorian Nilai Akuntabilitas 
NO KATEGORI NILAI ANGKA INERPRETASI 
1 AA >90 – 100 Sangat Memuaskan 
2 A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin 
perubahan, berkinerja tinggi, 
dan sangat akuntabel 
3 BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, 
berkinerja baik, memiliki 
sistem manajemen kinerja 
yang andal. 
4 B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas 
kinerjanya sudah baik, 
memiliki sistem yang dapat 
digunakan untuk manajemen 
kinerja, dan perlu sedikit 
perbaikan. 
5 CC >50 – 60 Cukup (memadai), 
Akuntabilitas kinerjanya 
cukup baik, taat kebijakan, 
memiliki sistem yang dapat 
digunakan untuk 
memproduksi informasi 
kinerja untuk pertanggung 
jawaban, perlu banyak 
perbaikan tidak mendasar. 
6 C >30 – 50 Kurang, Sistem dan tatanan 
kurang dapat diandalkan, 
memiliki sistem untuk 
manajemen kinerja tapi 
perlu banyak perbaikan 
minor dan perbaikan yang 
mendasar. 
7 D 0 – 30 Sangat Kurang, Sistem dan 
tatanan tidak dapat 
diandalkan untuk penerapan 
manajemen kinerja; Perlu 
banyak perbaikan, sebagian 
perubahan yang sangat 
mendasar. 
  Sumber: Permenpan & RB No. 12/2015 
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2.4 Definisi Konsep 
Menurut Singarimbun (2006: 34) konsep adalah abstraksi mengenai suatu 
fenomena yang dirumuskan yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 
karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu yang menjadi pusat 
perhatian dalam ilmu sosial. 
Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralisir kesalahpahaman 
dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu mendefinisikan konsep-konsep. 
Adapun konsep penelitian dari Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak) sebagai berikut: 
1. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic 
planning) suatu organisasi. 
2. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau 
untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. 
3. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas 
dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang 
memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabnnya tersebut. 
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Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila 
memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003): 
a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan 
negara. 
b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 
c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan. 
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat 
yang diperoleh. 
e. Jujur, obyektif, transparan dan akurat 
f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan. 
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk 
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka 
mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen 
yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara 
sistematik. 
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2.5  Pandangan Islam Tentang Akuntabilitas Kinerja 
2.5.1 Ayat-Ayat Mengenai Kewajiban Menunaikan Amanah 
Diantara ayat-ayat mengenai kewajiban menunaikan amanah dan larangan 
berkhianat adalah firman Allah Azza wa Jalla yang artinya. 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.Sesungguhnya Allah 
memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. [An-Nisa: 58] 
Dan ini mencakup semua bentuk amanah-amanah yang wajib atas manusia 
mulai dari hak-hak Allah Azza wa Jalla atas hamba-hamba-Nya seperti: shalat, zakat, 
puasa, kaffarat, nazar-nazar dan lain sebagainya. Dimana dia diamanahkan atasnya 
dan tidak seorang hamba pun mengetahuinya, sampai kepada hak-hak sesama hamba, 
seperti; titipan dan lain sebagainya dari apa-apa yang mereka amanahkan tanpa 
mengetahui adanya bukti atas itu. Maka Allah memerintahkan untuk menunaikannya, 
barang siapa yang tidak menunaikannya di dunia diambil darinya pada hari Kiamat. 
Dan firman-Nya. 
ََنوَُملَْعتُْمتَنأَوْمُكِتَاناََمأاُونوَُختََولوُس َّرلاََوهَّللااُونوَُختَلَاُونَمَآنيِذَّلاَاهَُّيأَاي 
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang 
dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui” [Al-Anfal: 27] 
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2.6. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka berfikir 
 
 
 
 
 
Penerapan akuntabilitas 
kinerja pemerintah 
daerah kabupaten Siak 
Indikator keberhasilan akuntabilitas 
kinerja: 
1. Penggunaan sumber daya yang 
Konsisten dengan asas-asas umum 
penyelenggaraan negara 
2. Komitmen dari pimpinan dan 
seluruh staf instansi yang 
bersangkutan. 
3. Pencapaian sasaran dan tujuan 
4. Berorientasi pada visi dan misi, 
serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
5. Jujur, objektif, transparan dan 
akurat. 
6. Menyajikan keberhasilan dan 
kegagalan atas pencapaian sasaran 
Aspek-aspek yang berkaitan: 
1. SAKIP 
2. LAKIP 
3. Hasil Evaluasi 
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2.7 Konsep Operasional 
Dalam menganalisis penelitian penulis perlu mengoperasionalkan variabel-
variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Konsep 
operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara 
mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46), sehingga dengan 
pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai 
pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. 
Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang Analisis Penerapan 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Siak) dengan indikator yang mengacu pada konsep syarat menuju Akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah yang baik. Lembaga Administrasi Negara tahun 2003 
mengatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan 
baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 
yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat. 
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan. 
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Tabel 2.2 Konsep Operasional 
VARIABEL KONSEP INDIKATOR 
Penerapan 
Akuntabilitas kinerja 
pemerintah 
Perwujudan kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan 
keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan 
melalui sistem 
pertanggunggjawaban 
secara periodik. 
1. Penggunaan sumber daya 
yang konsisten dengan 
asas-asas umum 
penyelenggaraan negara. 
2. Komitmen dari pimpinan 
dan seluruh staf instansi 
yang bersangkutan. 
3. Pencapaian sasaran dan 
tujuan. 
4. Berorientasi pada 
pencapaian visi dan misi, 
serta hasil dan manfaat 
yang diperoleh. 
5. Jujur, obyektif, 
transparan dan akurat. 
6. Menyajikan keberhasilan 
dan kegagalan atas 
pencapaian sasaran. 
Sumber: LAN 2003 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai Evaluasi Dan Strategi Implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) oleh 
Amin Adiyarti pada tahun 2016, Hasil penelitiannya yaitu analisis Faktor-faktor 
penyebab permasalahan AKIP di tingkat kabupaten/pemda ialah Ketidakkonsistenan 
antara sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran, Adanya 
perbedaan persepsi dalam penilaian sehingga mengakibatkan perbedaan nilai hasil 
evaluasi yang dilakukan oleh Irda DIY dan Kemenpan. Strategi untuk mengatasi 
permasalahan akuntabilitas kinerja di SKPD yaitu: 
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a. Bagian Organisasi mengadakan pendampingan kepada SKPD; 
b. Sekretariat Daerah mengadakan koordinasi triwulanan dalam proses 
pengukuran kinerja. 
Strategi untuk mengatasi permasalahan akuntabilitas kinerja ditingkat pemerintah 
daerah yaitu: 
a. Bappeda menindaklajuti hasil temuan dengan bekerjasama dengan pihak 
ketiga untuk membangun sistem yang terintegrasi. 
b. Pemkab Kulon Progo akan melakukan perubahan criteria indikator kinerja 
pada saat penyusunan RPJMD 2017-2021. 
Fajar Bayu Putri Perwirasari (2016) meneliti Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), dengan hasil 
penelitiannya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (Akip) adalah Pemahaman prinsip-prinsip good governance berpengaruh 
positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), 
Pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah (AKIP), Gaya kepemimpinan (GYK) berpengaruh positif 
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), dan Ketaatan 
pada peraturan perundang-undangan (KPP) berpengaruh positif signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 
Perpetua saras wulansuci (2017) dengan judul penelitian yaitu Analisis Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
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(Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman), 
menunjukkan bahwa hasil penelitiannya adalah LAKIP dinas PU dan perumahan 
kabupaten sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. 
PERMENPAN memiliki sepuluh unsur yang harus dipenuhi yaitu ikhtisar eksekutif, 
pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, rencana 
strategis, Formulir Rencana Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), formulir 
perjanjian kinerja, penutup serta lampiran. 
Dari 10 unsur yang diteliti, satu unsur tidak dapat dipenuhi dan tiga unsur tidak 
sesuai dengan format yang terdapat pada peraturan. Unsur yang tidak dapat dipenuhi 
oleh DPUP adalah bagian ikhtisar eksekutif. Tiga unsur yang tidak sesuai pada 
peraturan adalah pendahuluan, penutup, serta lampiran. Pengimplementasian format 
penyusunan LAKIP DPUP belum terlaksana secara optimal. LAKIP DPUP masih 
memiliki kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki. Kekurangan-
kekurangan tersebut disebabkan Karena kurangnya informasi tertulis mengenai 
format penyusunan LAKIP. Kendala lainnya terletak pada sumber daya manusia yang 
terbatas. 
Rozi (2010) menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, penerapan 
akuntabilitas keuangan, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di kabupaten Indragiri 
Hulu. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, motivasi kerja 
dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
36 
 
 
 
instansi pemerintah (AKIP), sedangkan penerapan akuntabilitas keuangan tidak 
berpengaruh terhadap AKIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
